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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 41 hari kerja di Badan Pengelola 

Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang pada sub bidang akuntansi. Badan 

Pengelola Keuangan Daerah merupakan instansi pemerintah daerah yang bergerak 

dibidang pengelolaan keuangan daerah. Selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan, praktikan diberikan tugas berupa menginput STS rekon pajak dan retribusi 

daerah pada SPEKTRA, melakukan cross- check melalui excel atas jumlah nominal 

pajak yang telah diinput pada SP3KTRA, mengelompokkan berkas persyaratan 

pengajuan SP2D atas belanja hibah Pendidikan Anak Usia Dini yang dibuat BPKD 

dan merekapnya ke dalam daftar penyampaian SPM, serta merekonsiliasi laporan 

pendapatan, laporan realisasi SP2D, dan sisa kas antara SKPD dan BPKD. 

Setelah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat mengetahui 

proses kerja dalam sub bidang akuntansi di instansi terkait, mengetahui gambaran 

mengenai lingkungan dan pelaksanaan kerja secara langsung di dunia kerja, serta 

memperoleh pengalaman dan wawasan baru lainnya. Selama pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan praktikan juga mendapatkan beberapa kendala yang dapat 

menghambat penyelesaian tugas, namun praktikan berusaha untuk menemukan solusi 

atas kendala tersebut sehingga tugas dapat diselesaikan dengan baik.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  

       Pesatnya perkembangan zaman yang semakin modern, juga mempengaruhi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana, dalam perkembangan 

tersebut juga menuntut terlahirnya sumber daya manusia unggul yang memiliki 

keahlian dan keterampilan di bidangnya masing- masing. Keahlian dan 

keterampilan sangat dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat menghadapi 

persaingan dunia kerja yang kemungkinan besar tidak hanya bersaing dengan 

sesama tenaga kerja Indonesia saja, melainkan juga bersaing dengan tenaga kerja 

dari luar Indonesia. Sehingga diperlukan adanya pengasahan keahlian dan 

keterampilan dalam bidang yang dikuasai oleh masing- masing individu. Dalam 

situasi seperti ini, tidak cukup hanya dengan menguasai ilmu teori saja, tetapi 

juga memerlukan adanya keterampilan dalam praktik langsung di lapangan untuk 

mendukung ilmu teori tersebut.  

       Berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak pihak yang bersangkutan untuk 

membentuk sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan yang 

kompetitif dalam dunia kerja. Untuk dapat membentuk sumber daya manusia 

unggul seperti ini, diperlukan adanya kerjasama antara pihak- pihak yang 

bersangkutan, sehingga proses pembentukan tersebut dapat membuahkan hasil 
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yang maksimal. Pihak- pihak yang dimaksud dapat berupa lembaga pendidikan, 

perusahaan/instansi penyerap tenaga kerja, dan masyarakat. Lembaga pendidikan 

diharapkan mampu menggali dan meningkatkan keahlian dan keterampilan 

sumber daya manusia agar dapat bersaing di dunia kerja, perusahaan/ instansi 

penyerap tenaga kerja yang diharapkan memberikan kesempatan kerja kepada 

para sumber daya manusia yang tersedia, dan masyarakat yang diharapkan aktif 

melatih kenampuan dan keahlian masing- masing. 

       Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah salah satu universitas di Indonesia 

yang menjadi tempat bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan kemampuan, 

kualitas diri, dan akademik mereka agar dapat bersaing di dunia kerja. Sejalan 

dengan hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh UNJ untuk dapat 

menghasilkan lulusan yang berkualitas ialah dengan cara membuat kebijakan 

bagi mahasiswanya untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 

khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagai salah satu syarat kelulusan 

bagi mereka sekaligus menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman mahasiswa 

dalam melakasanakan pekerjaan lapangan dan menerapkan teori- teori yang 

sudah diterima selama perkuliahan.  

       PKL merupakan suatu program kegiatan praktik yang terjun langsung ke 

dalam dunia kerja. PKL dilakukan agar mahasiswa tidak hanya mengetahui ilmu 

teori yang diajarkan di dalam kelas saja, melainkan juga dapat mengetahui 

bagaimana proses kerja secara langsung di lingkungan kerja sesungguhnya. 
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Sehingga dalam kegiatan ini mahasiswa akan memperoleh pengalaman dan 

wawasan baru yang berbeda dari kebiasaan mereka belajar di kampus. 

Pelaksanaan PKL ini diharapkan dapat menjadi penguhubung antara dunia 

pendidikan dan dunia kerja. Dalam dunia pendidikan, menyediakan lulusan yang 

berkualitas dan dunia kerja menyediakan pekerjaan bagi lulusan berkualitas yang 

terbentuk dari dunia pendidikan agar nantinya pembekalan teori dan praktik yang 

diperoleh dari dunia pendidikan dapat diimplementasikan lebih lanjut saat 

mereka bekerja sesungguhnya.  

       Instansi pemerintah juga berperan sebagai pembentuk sumber daya manusia 

unggul, baik instansi pemerintah pusat ataupun instansi pemerintah daerah. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah untuk dapat membentuk 

sumber daya manusia unggul dapat berupa pelatihan, pembekalan, ataupun 

kesempatan pelaksanaan magang sebagai salah satu bentuk pengenalan pekerjaan 

di instansi pemerintahan kepada para mahasiswa calon sumber daya manusia 

unggul di masa depan.   

       Salah satu instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia ialah Badan 

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang merupakan instansi yang bergerak 

dibidang keuangan, dimana tugas utamanya ialah mengelola keuangan daerah 

agar berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya pembangunan daerah. 

Instansi pemerintah daerah tersebut, erat sekali hubungannya dengan disiplin 

ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi pemerintahan.  
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       Disiplin ilmu akuntansi pemerintahan memilki peranan yang penting di 

BPKD karena disiplin ilmu tersebut digunakan untuk proses pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. Sehingga pengetahuan dan keterampilan dalam hal pelaporan 

keuangan pemerintah perlu untuk diperdalam agar dapat menjadi sumber daya 

manusia unggul yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, khususnya pada 

instansi yang bergerak di bidang keuangan suatu wilayah.  

       Oleh karena itu, praktikan melaksanakan PKL di Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kota Tangerang karena ingin mengetahui proses pelaporan keuangan 

pemerintah daerah dan mempelajari bagaimana implementasi dari ilmu akuntansi 

pemerintahan yang telah dipelajari saat perkuliahan. Selain itu pelaksanaan PKL 

ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan dan juga memperoleh 

pengalaman kerja yang sangat berharga untuk kedepannya dapat menuntun 

praktikan dalam melanjutkan perjalanannya setelah lulus dari UNJ dan kelak 

menjadi sumber daya manusia unggul atas pembekalan yang telah diberikan, baik 

itu berupa teori ataupun praktik.  

B. Maksud dan Tujuan PKL  

       Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh praktikan 

ialah:  

1. Melakukan praktik kerja di bidang akuntansi yang sesuai dengan latar 

belakang pendidikan yang dimiliki praktikan. 
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2. Mempelajari bidang pekerjaan akuntansi di instansi pemerintah tempat 

praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

3. Menerapkan pengetahuan akademis yang diperoleh selama kuliah pada 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.  

4. Melakukan praktik kerja menggunakan sistem keuangan yang digunakan 

oleh instansi tempat praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

       Selain maksud yang telah diuraikan diatas, praktikan memiliki tujuan 

dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan, yaitu:  

1. Terpenuhinya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang dijadikan sebagai 

syarat kelulusan yang ditetapkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta.  

2. Memperoleh wawasan dan pengetahuan baru atas bidang pekerjaan 

akuntansi yang dilakukan praktikan selama Praktik Kerja Lapangan.  

3. Memperoleh pengalaman berbeda di dunia kerja sesungguhnya, khususnya 

pengalaman kerja di bidang akuntansi yang ada di instansi pemerintah.  

4. Mengetahui sistem keuangan yang diterapkan pada instansi pemerintah 

tempat praktik dilaksanakan.    

5. Mengetahui kemampuan praktikan dalam melaksanakan pekerjaan di dunia 

kerja yang sesungguhnya.  
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C. Kegunaan PKL 

       Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, terdapat banyak manfaat yang 

diperoleh berbagai pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat yang diperoleh 

ialah:  

a. Manfaat Bagi Praktikan  

1. Meningkatkan keterampilan praktikan dalam melaksanakan pekerjaan 

langsung di lapangan.  

2. Melatih sikap disiplin, tanggung jawab, dan ketelitian dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan.  

3. Mengetahui lebih lanjut terkait realita ilmu yang telah dipelajari selama 

perkuliahan pada tempat praktik. 

4. Menambah kemampuan komunikasi dan interaksi sosial dalam dunia 

kerja. 

5. Mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus dari 

Universitas Negeri Jakarta.  

b. Manfaat Bagi Fakultas Ekonomi- Universitas Negeri Jakarta  

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya praktik kerja secara 

langsung.    

2. Mempersiapkan lulusannya untuk menghadapi dunia kerja yang 

sebenarnya dan menjadi tenaga kerja yang kompetitif.  



7 
 

 
 

3. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya dengan adanya pengalaman 

praktik kerja yang dilakukan secara langsung.  

4. Menciptakan relasi yang baik dengan instansi terkait, sehingga lulusan 

FE-UNJ dapat lebih dikenal dalam dunia kerja, dan menjadi tenaga kerja 

yang dapat diandalkan keahliannya.  

c. Manfaat Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang  

1. Menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara 

instansi terkait dengan Universitas Negeri Jakarta. 

2. Membantu pekerjaan karyawan yang berada di instansi, terutama di sub 

bidang akuntansi.  

3. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang dibutuhkan dalam 

instansi pemerintah terkait.  

D. Tempat PKL  

       Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan mendapat 

kesempatan untuk melaksanakannya di Badan Pengelola Keuangan Daerah 

(BPKD) Kota Tangerang pada sub bidang akuntansi. Adapun informasi tentang 

tempat praktikan melaksanakan PKL ialah:  

Nama Instansi  : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang 

Alamat   : Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1  

     Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang 15111 
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No. Telepon  : 021-55764955 

Fax   : 021-55764960 

Website    : https://bpkd.tangerangkota.go.id/ 

       Praktikan memilih BPKD Kota Tangerang sebagai tempat pelaksanaan PKL 

karena BPKD merupakan instansi pemerintah daerah yang bergerak di bidang 

pengelolaan keuangan daerah, sehingga dianggap sesuai dengan bidang ilmu yang 

dimiliki praktikan. Selain itu, alasan lain praktikan memilih BPKD Kota 

Tangerang ialah karena berada pada lokasi yang mudah diakses dan lebih dekat 

dengan tempat tinggal praktikan, sehingga lebih menghemat waktu perjalanan dan 

biaya transportasi.   

E. Jadwal Waktu PKL  

       Proses Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat dilaksanakan dengan baik 

melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

       Sejak bulan Februari 2020, praktikan mulai mencari informasi mengenai 

perusahaan/ instansi yang sebelumnya pernah membuka program PKL dan 

membuat daftar tempat yang akan dituju. Pada bulan Juli 2020, praktikan 

mendatangi beberapa tempat yang memungkinkan, untuk mengetahui apakah 

tempat tersebut membuka program PKL ditengah pandemi Covid-19. 

Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 praktikan memperoleh informasi bahwa 

https://bpkd.tangerangkota.go.id/
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Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang membuka 

kesempatan untuk pelaksanaan PKL, sehingga praktikan mulai melengkapi 

surat- surat yang dibutuhkan sebagai persyaratan melaksanakan PKL di 

instansi tersebut.  

       Praktikan mengajukan surat permohonan PKL kepada Bakhum UNJ 

(Lampiran 1). Kemudian praktikan memberikan surat permohonan PKL yang 

dikeluarkan oleh Bakhum disertai dengan Curriculum Vitae  (CV) sebagai 

dokumen pelengkap kepada Ibu Suryani selaku Kabag. umum dan 

kepegawaian di BPKD Kota Tangerang. Beberapa hari setelah penyerahan 

surat permohonan dan CV tersebut, praktikan diarahkan untuk mengurus surat 

pengantar magang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 

sebagai persyaratan perizinan PKL di BPKD Kota Tangerang. Oleh karena 

itu, praktikan mengajukan kembali surat yang diperlukan kepada Bakhum dan 

memberikannya kepada staf Kesbangpol disertai dengan Fotocopy KTP dan 

KTM. Kemudian Kesbangpol mengeluarkan surat pengantar magang di 

BPKD Kota Tangerang (Lampiran 2) dan diserahkan kepada  pihak BPKD 

Kota Tangerang. Setelah semua berkas persyaratan terpenuhi, praktikan 

memperoleh surat balasan penerimaan PKL di BPKD Kota Tangerang sesuai 

periode yang telah disepakati oleh praktikan dan instansi terkait (Lampiran 3).   

2. Tahap Pelaksanaan 

       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan 

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang dan ditempatkan di sub 
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bidang akuntansi yang disesuaikan dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh 

praktikan selama kurun waktu 41 hari terhitung sejak tanggal 25 Agustus 

hingga 20 Oktober 2020 (Lampiran 4). Pelaksanaan PKL dilakukan selama 5 

hari dalam seminggu, yaitu dari hari senin hingga jumat. Berikut rincian jam 

kerja pelaksanaan PKL: 

a. Jam Kerja        : Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB   

b. Jam Istirahat  

Senin – Kamis : Pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB  

Jumat               : Pukul 11.30 WIB s/d 13. 00 WIB  

       Dikarenakan pelaksanaan PKL dilakukan di tengah pandemi Covid-19, 

praktikan melaksanakan PKL dengan sistem Work From Home (WFH) dan 

Work From Office (WFO) sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh 

instansi setempat. Waktu pelaksanaan PKL dengan sistem WFH sebanyak 21 

hari dan sistem WFO sebanyak 20 hari. 

3. Tahap Pelaporan  

       Setelah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai 

dengan waktu yang telah disepakati, praktikan diwajibkan untuk membuat 

laporan PKL sebagai bukti telah dilaksanakanya PKL dan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan selama melaksanakan 

PKL di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang. Praktikan 

mengumpulkan data- data yang diperlukan dalam penyusunan laporan selama 
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pelaksanaan PKL berlangsung, dan penyusunan laporan dilakukan sejak bulan 

Oktober 2020 hingga Januari 2021.    
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BAB II  

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Instansi 

       Keuangan daerah merupakan hal terpenting yang harus dikelola dengan baik 

oleh pemerintah daerah untuk dapat melakukan pembangunan daerah dan untuk 

memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut. 

Kepengurusan keuangan daerah merupakan hal yang cukup kompleks sehingga 

harus dikelola oleh satu badan yang khusus menanganinya.  Oleh karena itu 

diperlukan adanya pembentukan perangkat daerah yang dapat mengelola 

keuangan daerah agar uang yang masuk dan keluar dapat dipergunakan secara 

efektif dan efisien. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Badan Pengelola 

Keuangan Daerah di Kota Tangerang.  

       Diawali pada tanggal 01 Februari 1993, dilakukan peresmian atas 

terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang yang saat itu 

bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang hanya memiliki tugas pokok 

berupa pengelolaan atas pendapatan daerah dengan dasar hukum Peraturan 

Daerah No. 9 Tahun 1993 Tentang Pengukuhan Pembentukan Dinas Pendapatan. 

Kemudian pada awal tahun 2000, Dispenda melakukan perubahan nama menjadi 

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan dikeluarkannya Keputusan 

Bupati Tangerang No. 38 Tahun 2000 yang memiliki tugas pokok mengelola 
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anggaran, perbendaharaan, pengembangan pendapatan daerah, verifikasi, 

pembukuan, dan perhitungan serta merencanakan dan melaksanakan pendapatan 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

       Pada awal tahun 2005, BPKD berubah nama menjadi Badan Keuangan dan 

Kekayaan Daerah (BKKD) yang memiliki tugas pokok berupa mengatur 

pendapatan, anggaran, dan aset daerah dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009, BKKD melakukan 

perubahan nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPKAD) dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Tangerang No. 37 Tahun 

2008 dengan mengingat Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah yang memlilki tugas pokok 

membantu walikota melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di 

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan.  

       Pada awal tahun 2012 DPKAD berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah (DPKD) dengan adanya perubahan struktur organisasi yang 

didukung oleh Peraturan Walikota Tangerang No. 11 Tahun 2011 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki 

tugas, visi, dan misi dari DPKAD sebelumnya. Kemudian pada Tahun 2016, 

DPKD berubah nama kembali menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah 

(BPKD) dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Tangerang No. 79 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
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Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Hingga saat ini, instansi daerah 

tersebut masih tetap bernama BPKD Kota Tangerang yang memiliki visi dan 

misi sebagai berikut:  

1. Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang  

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kota Tangerang memiliki visi sebagai berikut:  

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional dan 

Akuntabel.  

Adapun penjelasan singkat atas visi BPKD Kota Tangerang tersebut ialah:  

a. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang profesional, 

dimaksudkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.  

b. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dimaksudkan 

bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.   

2. Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang  

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah diuraikan diatas, maka BPKD 

Kota Tangerang menetapkan misi yang terdiri atas:  

a. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah.  

      Pada misi ini, BPKD Kota Tangerang melaksanakan pengelolaan 

daerah melalui intensifikasi sumber- sumber pendapatan sebagai upaya 

meningkatkan penerimaan pendapatan. Dengan penggalian dan 
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peningkatan pendapatan daerah tersebut, diharapkan Pemerintah Kota 

Tangerang juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam 

penyelenggaraan urusan daerah.  

b. Meningkatkan Pengelolaan keuangan Daerah.   

       Pada misi ini, BPKD Kota Tangerang melaksanakan pengelolaan 

keuangan yang meliputi anggaran, belanja, dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga akan 

terwujud tertib adminsitrasi pengelolaan keuangan daerah.  

c. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah.  

       Pada misi ini, BPKD Kota Tangerang melaksanakan pengelolaan aset 

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga akan terwujud 

tertib administrasi pengelolaan aset daerah. 

B. Struktur Organisasi  

      Sturuktur organisasi merupakan salah satu unsur terpenting yang harus 

dibentuk oleh setiap organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai 

dengan harapan dan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan 

adanya sturuktur organisasi yang baik, maka akan terbentuk pula pembagian 

kerja yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, struktur organisasi akan 

menggambarkan dengan jelas setiap fungsi dan hubungan antar bagian dalam 

sebuah organisasi, sehingga akan diketahui siapa yang memiliki tanggung jawab 

atas sebuah pekerjaan dalam suatu bidang tertentu. Selain itu struktur organisasi 
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juga akan menciptakan kemudahan untuk melakukan pengawasan/ pengendalian 

kegiatan organisasi.  

      Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang membentuk 

strutur organisasi sejak instansi didirikan, hal itu dilakukan dengan tujuan agar 

instansi dapat beraktivitas dengan baik dan dapat melakukan pembagian 

pekerjaan ke setiap bidang secara terstuktur dan sistematis  sehingga 

pengendalian atau pengawasan atas kegiatan operasional dapat dilaksanakan 

dengan lebih mudah. BPKD Kota Tangerang dipimpin oleh seorang kepala badan 

yang membawahi sekretariat, bidang anggaran, bidang penatausahaan dan 

akuntansi, bidang administrasi aset, bidang pendapatan lainnya, Unit Pelaksana 

Teknis (UPT), dan kelompok kerja fungsional. Bagan strutur organisasi dapat 

dilihat di lampiran 8 halaman 62. Adapun penjelasan dari masing- masing bagian 

dan bidang dalam struktur organisasi di BPKD Kota Tangerang, antara lain:  

1. Kepala Badan  

       Kepala badan berada pada bagian atau posisi tertinggi dalam struktur 

organisasi di BPKD Kota Tangerang. Kepala badan memiliki tugas untuk 

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap 

bagian, bidang, UPT, dan kelompok jabatan fungsional yang ada di BPKD 

Kota Tangerang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota Tangerang melalui sekretaris daerah.  
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2. Sekretaris 

       Sekretaris dijabat oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala badan. Sekretaris memiliki tugas 

melaksanakan penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan dan perencanaan. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut, sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a. Penatausahaan dan umum.  

b. Penatausahaan urusan kepegawaian.  

c. Penatausahaan urusan keuangan.  

d. Pengoordinasian dan penyusunan perencanaan badan.  

e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang- bidang dan UPT- UPT di 

lingkungan badan. 

       Sekretaris memiliki 3 sub bagian yang terdiri atas sub bagian umum dan 

kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian perencanan. Masing- 

masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang 

bertanggung jawab kepada sekretaris. Ketiga sub bagian tersebut memiliki 

tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat berkenaan 

dengan bidangnya masing- masing.    

3. Bidang Anggaran 

       Bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris. 
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Bidang anggaran memiliki tugas menyelenggarakan sebagian tugas badan 

dalam lingkup penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), pengendalian anggaran serta penyiapan anggaran kas daerah. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, bidang anggaran menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut:  

a. Penyelenggaraan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD). 

b. Penyelenggaraan penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

c. Pengendalian pelaksanaan anggaran.  

d. Penyelenggaraan penyiapan anggaran kas daerah.  

e. Pelaporan.  

       Bidang anggaran memiliki 3 sub bidang yang terdiri atas sub bidang 

penyusunan anggaran, sub bidang pengendalian anggaran, dan sub bidang kas 

daerah. Masing- masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang 

yang bertanggung jawab kepada kepala bidang anggaran. Ketiga sub bidang 

tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

bidang anggaran berkenaan dengan jenis sub bidangnya masing- masing.    

4. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi  

       Bidang penatausahaan dan akuntansi dipimpin oleh seorang kepala 

bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan 
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melalui sekretaris. Bidang penatausahaan dan akuntansi memiliki tugas 

menyelenggarakan sebagian tugas badan dalam lingkup penelitian terhadap 

permintaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), akuntansi pada tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah (SKPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut, bidang penatausahaan dan akuntansi menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut:  

a. Penyelenggaraan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).  

b. Penyelenggaraan akuntansi pada tingkat SKPKD dan BUD. 

c. Penyelenggaran penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan 

APBD. 

d. Pelaporan.   

       Dalam bidang penatausahaan dan akuntansi, terdapat 3 sub bidang yang 

terdiri atas sub bidang penatausahaan, sub bidang akuntansi, dan sub bidang 

evaluasi dan pelaporan. Masing- masing sub bidang dipimpin oleh seorang 

kepala sub bidang yang bertanggung jawab kepada kepala bidang 

penatausahaan dan akuntansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi bidang penatausahaan dan akuntansi berkenaan 

dengan jenis sub bidangnya masing- masing. 
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5. Bidang Administrasi Aset  

       Bidang administrasi aset dipimpin oleh kepala bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris. 

Bidang administrasi aset memiliki tugas menyelenggarakan sebagian tugas 

badan dalam lingkup pengadministrasian aset daerah, sertifikasi hasil 

pengadaan tanah milik Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut, bidang administrasi aset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a. Penyelenggaraan penatausahaan aset daerah.  

b. Penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.  

c. Peyelenggaraan administrasi mutasi aset daerah. 

d. Pelaksanaan sertifikasi hasil pengadaan tanah milik Pemerintah Daerah.   

e. Pelaporan.   

      Bidang adminsitrasi aset memiliki 3 sub bidang yang terdiri atas sub 

bidang penatausahaan aset, sub bidang penggunaan dan pemanfaatan aset, 

dan sub bidang mutasi aset. Masing- masing sub bidang dipimpin oleh 

seorang kepala sub bidang yang bertanggung jawab kepada kepala bidang 

administrasi aset. Ketiga sub bidang tersebut memiliki tugas untuk 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang administrasi aset berkenaan 

dengan jenis sub bidangnya masing- masing.    
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6. Bidang Pendapatan Lainnya  

       Bidang pendapatan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui 

sekretaris. Bidang pendapatan lainnya memiliki tugas menyelenggarakan 

sebagain tugas badan dalam pengelolaan pajak daerah meliputi pendataan 

obyek pajak daerah, pendaftaran wajib pajak daerah, penetapan dan 

penagihan pajak daerah, pelayanan wajib pajak daerah, penatausahaan 

pendapatan asli daerah lainnya, serta pengurusan dan penagihan lain- lain 

pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pendapatan 

lainnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a. Penyelenggaraan pendataan objek pajak daerah 

b. Penyelenggaraan pendaftaran wajib pajak daerah  

c. Penyelenggaraan penghitungan serta penetapan besaran pajak daerah  

d. Penyelenggaraan pelayanan terhadap wajib pajak daerah  

e. Penatausahaan pendapatan asli daerah lainnya  

f. Penyelenggaraan pengurusan dan penagihan lain- lain pendapatan daerah 

g. Pelaporan      

       Bidang pendapatan lainnya memiliki 3 sub bidang yang terdiri atas sub 

bidang pendapatan, sub bidang penetapan, dan sub bidang penagihan dan 

keberatan. Masing- masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub 

bidang yang bertanggung jawab kepada kepala bidang pendapatan lainnya. 
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Ketiga sub bidang tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi bidang pendapatan lainnya berkenaan dengan jenis sub 

bidangnya masing- masing.   

7. Unit Pelaksana Teknis 

       Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki fungsi dan tugas dalam 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang 

tertentu di lingkungan BPKD yang diatur lebih lanjut dalam peraturan 

perundang- undangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala badan   

8. Kelompok Jabatan Fungsional  

       Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 

keahlian yang jumlah anggotanya diatur dalam peraturan perundang- 

undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh pemegang jabatan 

fungsional yang paling senior. Kelompok jabatan fungsional ini memiliki 

fungsi dan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing- masing dan 

bertanggung jawab kepada kepala badan.     

C. Kegiatan Umum Instansi  

       Kegiatan umum yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

Kota Tangerang didasarkan pada tugas dan fungsi yang tercantum dalam 

Peraturan Walikota Tangerang No. 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
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Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKD. Setiap kegiatan 

operasional yang dilakukan di BPKD Kota Tangerang disesuaikan dengan 

peraturan yang berlaku, seperti halnya yang tercantum dalam Peraturan Walikota 

tersebut. Adapun tugas BPKD Kota Tangerang yaitu membantu Walikota dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah di bidang keuangan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota 

sebagaimana dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. 

Adapun fungsi BPKD Kota Tangerang yang menjadi kegiatan umum dalam 

beroperasi yaitu:  

1. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya di 

bidang pengelolaan keuangan daerah.  

2. Melaksanakan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di 

bidang pengelolaan keuangan daerah.  

3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pengelolaan keuangan 

daerah.   

4. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang 

urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang 

pengelolaan keuangan daerah.       

5. Mengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya.   
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BAB III  

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja  

       Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan memperoleh 

kesempatan melaksanakannya di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota 

Tangerang yang berada di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, dengan 

alamat jalan Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang. Selama kurun waktu 41 hari 

kerja, praktikan ditempatkan pada sub bidang akuntansi yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada bidang Penatausahaan dan Akuntansi. Adapun 

tugas- tugas yang terdapat pada sub bidang akuntansi BPKD Kota Tangerang, 

ialah: 

1. Menyusun rencana kegiatan sub bidang akuntansi berdasarkan tugas, 

permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta 

rencana kerja dan anggaran badan.  

2. Mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk menyusun konsep kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi 

pada tingkat SKPKD dan BUD selain kuasa BUD aset.  

3. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan 

dengan pelaksanaan akuntansi pada tingkat SKPKD dan BUD kuasa BUD 

aset.  
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4. Mencatat transaksi keuangan SKPKD dan BUD selain kuasa BUD aset 

secara sistematis dan kronologis.  

5. Memposting transaksi ke dalam buku besar secara periodik. 

6. Mengelola arsip atas bukti transaksi keuangan sebagai dasar pencatatan.  

7. Menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah, laporan keuangan BUD 

selain kuasa BUD aset. laporan keadaan/ posisi kas daerah secara periodik, 

laporan realisasi keuangan APBD secara periodik, dan laporan keuangan 

lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBD.  

8. Mengelola pencatatan piutang daerah yang dikelola oleh SKPKD atau BUD 

selain piutang yang dikelola oleh bidang aset pada badan  

9. Memonitoring, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegaitan sub 

bidang akuntansi  

10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.  

       Selama pelaksanaan PKL, praktikan ditugaskan untuk membantu karyawan 

yang berada di sub bidang akuntansi dengan arahan yang diberikan oleh 

pembimbing yang telah ditentukan, dan diperkenankan membantu karyawan di 

sub bidang lain yang masih relevan dengan sub bidang akuntansi.  Dalam 

pelaksanaan PKL, praktikan diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas- 

tugas berikut: 

1. Menginput Surat Tanda Setoran (STS) rekon pajak daerah pada SP3KTRA 
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2. Menginput Surat Tanda Setoran (STS) rekon retribusi daerah pada 

SP3KTRA  

3. Melakukan cross- check melalui excel atas jumlah nominal pajak yang telah 

diinput pada SP3KTRA 

4. Mengelompokkan berkas persyaratan pengajuan SP2D atas belanja hibah 

Pendidikan Anak Usia Dini yang dibuat BPKD dan merekapnya ke dalam 

daftar penyampaian SPM 

5. Melakukan rekonsiliasi laporan pendapatan, laporan realisasi SP2D, dan sisa 

kas antara SKPD dan BPKD.   

B. Pelaksanaan Kerja  

       Selama pelaksanaan kerja atas tugas yang diberikan kepada praktikan, 

praktikan memperoleh bimbingan dari karyawan setempat hingga dapat 

mengetahui bagaimana cara pengerjaan tugas tersebut. Sehingga praktikan dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Adapun penjelasan secara lebih 

rinci mengenai proses pengerjaan atas tugas yang diberikan kepada praktikan, 

ialah:  

1. Menginput Surat Tanda Setoran (STS) rekon pajak daerah pada SP3KTRA  

       Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah 

merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah 
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satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, 

pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan 

memperhatikan potensi daerah. Pajak daerah pada tingkat kota/ kabupaten 

terdiri atas beberapa jenis pajak, yaitu: pajak hotel, pajak reklame, pajak 

restoran, pajak parkir, pajak air tanah, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, 

pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan 

perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Setiap 

pembayaran pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak, akan dikeluarkan 

sebuah bukti pembayaran yang disebut dengan STS, berupa selembar kertas 

yang berisi tentang informasi mengenai data wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran suatu jenis pajak daerah.  

       Salah satu tugas yang ada di sub bidang akuntansi BPKD Kota 

Tangerang ialah mengelola arsip atas bukti transaksi keuangan daerah 

sebagai dasar pencatatan yang nantinya akan digunakan dalam laporan 

keuangan pemerintah daerah dan laporan lain yang diperlukan. STS pajak 

merupakan salah satu bukti transaksi keuangan yang ada di lingkungan 

pemerintah daerah, sehingga diperlukan pengarsipan atas pendapatan pajak 

tersebut sebagai dasar pencatatan. Saat melaksanakan PKL, praktikan 

ditugaskan untuk menginput STS rekon pajak daerah pada SP3KTRA yang 

bertujuan untuk dijadikan sebagai dasar pencatatan pada laporan selanjutnya. 

Tugas ini dilakukan setiap hari saat terdapat transaksi pembayaran pajak 
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daerah dari wajib pajak, dokumen yang digunakan untuk menginput STS 

rekon pajak daerah ialah Surat Tanda Setoran pajak daerah yang berasal dari 

Bank Jawa Barat (BJB) dan diproses terlebih dahulu pada sub bidang kas 

daerah, kemudian masuk ke sub bidang akuntansi. Adapun langkah- langkah 

yang dilakukan untuk menginput STS rekon pajak daerah ialah:  

a. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah membuka sistem yang 

digunakan sebagai media penginputan data di BPKD Kota Tangerang 

bernama SP3KTRA yang dapat ditemukan melalui mesin pencarian 

google.  SPEKTRA merupakan sistem yang memfasilitasi proses kerja 

tata kelola keuangan daerah Kota Tangerang yang terwujud dalam sistem 

aplikasi cloud berteknologi tinggi dan mencerminkan integrasi proses 

data dari keseluruhan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. 

Tampilan awal dari SP3KTRA dapat dilihat pada lampiran 10 halaman 

64. Untuk dapat mengaksesnya, maka praktikan perlu memasukkan 

username dan password yang telah diberikan oleh pembimbing PKL di 

BPKD.    

b. Setelah login kedalam SPEKTRA, selanjutnya pilih tombol aplikasi anda 

sehingga akan masuk ke sistem keuangan daerah, kemudian klik masuk. 

Lalu dilanjutkan dengan memilih tombol masuk pada kolom PMDN 13 

untuk dapat melakukan penginputan atas STS pajak daerah. Setelah 

masuk ke PMDN 13, selanjutnya pilih rekon, lalu pilih STS rekon, dan 

pilih input STS rekon.  
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c. Kemudian klik input STS rekon untuk dapat melakukan penginputan STS 

pajak 

d. Setelah muncul tampilan kolom penginputan STS rekon, praktikan mulai 

menginput data yang perlu dilengkapi pada kolom tersebut berdasarkan 

informasi pada STS pajak daerah yang diberikan kepada praktikan 

(Lampiran 9 halaman 63). Adapun data yang harus dilengkapi pada 

kolom pnginputan tersebut ialah: 

 Penyesuaian tahun setoran pajak  

 Pemilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pilih BPKD 

 Pengisian nomor STS yang merupakan nomor urut setoran pajak 

sesuai dengan pengelompokkan jenis pajak 

 Pengisian tanggal STS yang merupakan tanggal dilakukannya 

pembayaran pajak  

 Pengisian nama Bank yang melayani pemabayaran pajak, yaitu BJB  

 Pengisian kolom keterangan, yang mencakup informasi wajib pajak 

 Pengisian nomor rekening bank yang digunakan untuk menyetorkan 

pajak  

 Pengisian nomor kohir yang merupakan nomor pendaftaran surat 

penetapan pajak 

 Pengisian daftar transaksi yang berisi tentang jenis pajak dan nominal 

pajak yang disetorkan.  
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e. Setelah keterangan umum STS dilengkapi, selanjutnya praktikan mengisi 

daftar transaksi, dengan mengklik tombol tambah, kemudian mengisi 

jenis pajak apa yang akan diinput dan mengisi nominal pajak yang 

disetorkan. Kemudian klik tombol masukkan transaksi.  

f. Apabila terdapat denda pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, maka 

perlu menambahkan nominal denda tersebut dengan cara yang sama 

seperti saat menambahkan nominal setoran pajak. Hanya saja nama 

rekeningnya diganti dengan pendapatan denda pajak sesuai dengan jenis 

pajaknya. Jika tidak terdapat denda pajak, maka tahap ini bisa dilewatkan. 

g. Setelah daftar transaksi selesai diinput, praktikan memeriksa kembali data 

tersebut untuk menghindari kesalahan. Jika dianggap data sudah sesuai, 

praktikan mengklik tombol simpan untuk menyimpannya ke dalam 

database. Kolom nilai transaksi akan muncul secara otomatis berdasarkan 

total nominal yang ada di daftar transaksi. Setelah tugas selesai 

dilakukan, hasil pekerjaan akan tersimpan secara otomatis ke dalam 

database yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan pembuatan 

laporan yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Tampilan atas proses 

penginputan STS rekon pajak daerah dapat dilihat pada lampiran 11 

halaman 65.  
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2. Menginput Surat Tanda Setoran (STS) rekon retribusi daerah pada 

SP3KTRA  

       Retribusi Daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh 

masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau 

atas perizinan yang diperoleh untuk suatu kegiatan tertentu. Retribusi 

menjadi salah satu unsur pendapatan yang dimiliki daerah selain pajak, yang 

berarti retribusi juga termasuk sebagai salah satu transaksi keuangan daerah. 

Sehingga perlu dilakukan pengarsipan atas bukti transaksi tersebut yang 

berupa STS retribusi sebagai salah satu pelaksanaan tugas yang ada di sub 

bidang akuntansi BPKD Kota Tangerang. Oleh karena itu, praktikan juga 

ditugaskan untuk membantu menginput STS retribusi daerah. Tugas tersebut 

dilakukan setiap hari saat terdapat transaksi pembayaran retribusi daerah, 

dokumen yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut ialah STS 

retribusi daerah yang berasal dari sub bidang kas daerah. Adapun langkah- 

langkah  yang dilakukan untuk menginput STS rekon retribusi daerah ialah: 

a. Tahapan awal yang dilakukan untuk mengakses kolom penginputan, sama 

seperti pada saat menginput STS pajak daerah. Pada tampilan kolom 

penginputan STS rekon, untuk kolom tahun, tanggal STS, nama bank dan 

nomor rekening bank diisi sama seperti saat menginput STS rekon pajak, 

yang disesuaikan dengan data yang terdapat pada STS retribusi.  

b. Pada tampilan yang sama, untuk kolom SKPD dipilih sesuai dengan dinas 

yang menampung retribusi tersebut. Kemudian nomor STS diisi 
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berdasarkan nomor urut transaksi yang tertera pada STS retribusi. 

Kemudian pada kolom keterangan diisi berdasarkan uraian rincian objek 

yang tertera pada STS retribusi yang diberikan kepada praktikan 

(Lampiran 12 halaman 68). Lalu untuk nomor kohir, diinput berdasarkan 

nomor STS yang tertera pada STS retribusi yang bersangkutan.  

c. Setelah keterangan umum dilengkapi, selanjutnya ialah mengisi kolom 

daftar transaksi. Pada tahap pengisian ini, praktikan mengisi daftar 

transaksi dengan mengklik tombol tambah yang ada pada tampilan kolom 

penginputan. Kemudian mengisi jenis retribusi apa yang diterima suatu 

dinas tertentu beserta dengan besaran nominal retribusi yang tertera pada 

STS retribusi, lalu klik tombol masukkan transaksi. 

d. Setelah daftar transaksi selesai diinput, selanjutnya praktikan memeriksa 

kembali seluruh data yang telah dilengkapi untuk menghindari kesalahan. 

Apabila sudah dianggap sesuai dan benar, praktikan mengklik tombol 

simpan untuk menyimpannya kedalam database. Dalam retribusi tidak 

terdapat adanya denda yang diterima, sehingga hanya menginput nominal 

retribusi. Setelah tugas selesai dilakukan, hasil pekerjaan akan tersimpan 

secara otomatis ke dalam database yang nantinya dapat digunakan untuk 

keperluan pembuatan laporan yang dibutuhkan pada waktu tertentu. 

Tampilan atas proses penginputan STS rekon retribusi daerah dapat 

dilihat pada lampiran 13 halaman 69.  
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3. Melakukan Cross- Check melalui excel atas jumlah nominal pajak yang telah 

diinput pada SP3KTRA 

       Setelah proses penginputan STS rekon pajak dan retribusi selesai 

dilakukan, selanjutnya data tersebut akan secara otomatis tersimpan dan 

terkumpul ke dalam database. Namun, perlu di adakannya pengecekan 

kembali atas hasil inputan STS agar informasi yang disampaikan dalam data 

tersebut akurat dan tidak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, praktikan 

ditugaskan untuk membantu melakukan cross- check melalui excel atas 

nominal pajak yang telah diinput sebelumnya pada SP3KTRA. Tugas ini 

dilakukan setelah proses penginputam transaksi pembayaran pajak selesai 

dilakukan. Dokumen yang digunakan untuk melakukan Cross- Check atas 

jumlah nominal pajak daerah ialah Surat Tanda Setoran pajak daerah yang 

diperoleh dari sub bidang kas daerah, dan file kumpulan transaksi berbentuk 

excel yang berasal dari SPEKTRA. Adapun langkah- langkah untuk 

melakukan cross- check tersebut ialah:  

a. Praktikan memperoleh file berupa excel yang berisi kumpulan transaksi 

yang telah diinput dari pembimbing setempat. File excel tersebut 

diperoleh dari SP3KTRA, dengan cara mendownload hasil inputan pada 

periode yang ingin di cek dengan format excel. Selain file excel tersebut, 

praktikan juga diberikan sejumlah berkas berupa STS pajak untuk 

menyesuaikan nominalnya. Tampilan file excel yang berisi kumpulan 

transaksi yang telah diinput, dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 71. 
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b. Selanjutnya praktikan melakukan pengecekan satu persatu transaksi 

secara teliti terhadap seluruh nominal pajak yang sudah diinput. Proses 

pengecekkan dilakukan dengan cara mempersamakan nominal pajak dan 

denda (jika ada) yang terdapat dalam STS pajak dengan nominal yang 

terinput dalam database di SP3KTRA (berupa file excel).  

c. Setelah selesai melakukan pengecekkan dan tidak ditemukan perbedaan, 

praktikan menginformasikan kepada pembimbing BPKD bahwa data 

sudah sesuai. Dan informasi dalam database siap digunakan untuk 

berbagai kepentingan dalam pencatatan dan kepentingan lainnya.  

d. Namun, jika terdapat perbedaan antara nominal yang ada pada STS dan 

excel tersebut, maka akan dilakukan perbaikan atas perbedaan yang 

ditemukan. Perbaikan dilakukan melalui SP3KTRA dengan cara 

membuka register STS rekon pada tampilan PMDN 13 dan mengedit 

nominal pajak yang berbeda tersebut. kemudian menyimpannya kembali.     

4. Mengelompokkan berkas persyaratan pengajuan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) atas belanja hibah Pendidikan Anak Usia Dini yang dibuat oleh 

BPKD dan merekapnya kedalam daftar penyampaian Surat Perintah 

Membayar (SPM).  

       Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang digunakan 

untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah 

Membayar (SPM) diterima oleh kuasa Bendahara Uumum Daerah (BUD). 
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Dalam proses penerbitan SP2D, pengguna anggaran harus melengkapi berkas 

yang diperlukan untuk mengajukan SP2D. 

       Dalam hal tersebut, praktikan diberikan tugas untuk membantu 

mengelompokkan berkas- berkas persyaratan SP2D yang telah dibuat oleh 

BPKD untuk dapat diproses ke tahap selanjutnya sehingga penerbitan SP2D 

dapat diselesaikan. Tugas ini dilakukan pada saat adanya pengajuan 

pencarian dana dari pengguna anggaran, dengan tujuan untuk memisahkan 

dokumen yang diperlukan pada tahap selanjutnya. Berkas- berkas yang 

digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut dapat dilihat pada lampiran 15 

halaman 72, dengan penjelasan sebagai berikut:  

a. Surat Perintah membayar (SPM) 

       SPM adalah surat yang berisi tentang informasi atas sejumlah uang 

yang harus dibayarkan kepada pengguna anggaran untuk melaksanakan 

kegiatan mereka. Penerbitan SPM yang dilakukan oleh  BPKD 

merupakan tahapan lanjutan dari proses pengajuan Surat Pengajuan 

Pembayaran yang dibuat oleh pengguna anggaran. SPM dapat diterbitkan 

apabila pegeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang 

tersedia dan didukung kelengkapan berkas sesuai peraturan yang berlaku.  

b. Rincian SPM  

       Rincian SPM merupakan dokumen yang berisi tentang rincian atas 

anggaran, relaisasi SPM/SP2D yang telah terbit, sisa anggaran, pengajuan 

sekarang SPM/SP2D, dan sisa anggaran. Rincian ini akan menunjukkan 
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berapa sisa anggaran yang masih dimiliki oleh pengguna anggaran, 

sehingga dapat membantu mempertimbangkan apakah dapat melakukan 

penerbitan SP2D.  

c. Surat pernyataan  

       Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan bahwa uang 

pengeluaran pertanggungjawaban telah didukung dengan bukti- bukti 

dokumen persyaratan pencairan sesuai SPP dan SPM yang telah diteliti 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Berita acara pembayaran  

       Berita acara pembayaran merupakan surat yang berisi informasi 

tentang persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak (PPKD dan 

pengguna anggaran) untuk mengeluarkan uang pencairan yang diajukan 

pengguna anggaran, dan berisi tentang tahap pembayaran atas pencairan 

dana tersebut. 

e. Bukti rekening bank  

       Bukti rekening bank merupakan sebuah lampiran atas rekening yang 

dimiliki oleh pengguna anggaran dalam melaksanakan operasionalnya. 

Rekening ini akan digunakan untuk mengirimkan uang pencairan atas 

pengeluaran yang diajukan pengguna anggaran melalui SP2D.  

Adapun langkah- langkah yang dilakukan untuk mengelompokkan berkas 

persyaratan SP2D yang telah dikeluarkan BPKD ialah:         
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a. Praktikan diberikan sekumpulan berkas yang berasal dari pengguna 

anggaran, dan berkas yang telah dibuat BPKD. 

b. Selanjutnya dilakukan pemisahan berkas persyaratan SP2D yang telah 

dibuat oleh BPKD, berkas tersebut terdiri atas SPM, rincian SPM, surat 

pernyataan, berita acara pembayaran, dan berkas yang berasal dari 

pengguna anggaran berupa bukti rekening bank.   

c. Kemudian setelah pengelompokkan selesai dilakukan, praktikan 

merekapnya ke daftar penyampaian SPM PPKD. Proses rekap dilakukan 

dengan mengisi nomor SPM, tanggal SPM, uraian penggunaan anggaran, 

dan nilai nominal SPM yang dapat dilihat pada Lampiran 16 halaman 77. 

Pengisian tersebut didasarkan pada data yang tertera pada lembar SPM.  

d. Selanjutnya berkas yang sudah dikelompokkan tersebut, diberikan 

kepada sub bidang penatausahaan untuk kemudian dilakukan proses 

lebih lanjut dalam penerbitan SP2D. Apabila seluruh proses selesai 

dilakukan, maka dapat diterbitkan SP2D (Lampiran 17 halaman 78), 

kemudian SP2D tersebut dicairkan oleh pengguna anggaran pada bank 

yang ditentukan.   

5. Melakukan rekonsiliasi laporan pendapatan, laporan realisasi SP2D, dan sisa 

kas antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan BPKD   

       Rekonsiliasi adalah proses pencocokan atas suatu data atau pencatatan 

yang dilakukan di dua tempat yang berbeda. Proses rekonsiliasi penting 

dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan pencatatan antara kedua 
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belah pihak sehingga akan menghasilkan data yang tidak akurat. Rekonsiliasi 

atas data keuangan merupakan proses pencocokan transaski antara catatan 

keuangan yang dibuat oleh satu lembaga dengan lembaga lain, dalam hal ini 

antara data keuangan yang dicatat oleh SKPD dengan BPKD. Oleh karena itu 

BPKD Kota Tangerang melaksanakan rekonsiliasi terhadap data keuangan 

yang diberikan oleh SKPD yang kemudian hasil dari rekonsiliasi tersebut, 

akan menjadi salah satu syarat bagi SKPD untuk mengajukan SP2D.  

       Dalam hal ini, praktikan diberikan kesempatan untuk melakukan 

rekonsiliasi atas laporan pendapatan, realisasi SP2D, dan sisa kas antara 

SKPD dengan BPKD. Tujuan dari pelaksanaan tugas ini ialah untuk 

memeriksa kesesuaian data yang berasal dari SKPD dan data yang dicatat 

BPKD. Tugas ini dilakukan pada saat SKPD mengirimkan data keuangannya 

ke BPKD dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban rekon setiap bulannya. 

Dokumen yang digunakan untuk merekon laporan SKPD dengan catatan 

BPKD ialah dokumen yang yang berasal dari SKPD seperti Laporan 

Pertanggung Jawaban (LPJ) bendahara penerimaan, buku penyetoran dan 

penerimaan bendahara penerimaan, Buku Kas Umum (BKU) bendahara 

pengeluaran, LPJ bendahara pengeluaran dan rekening koran dari BJB. Selain 

itu, dokumen lain yang digunakan dalam melaksanakan tugas ini ialah rekap 

sisa kas SKPD dan dokumen berupa format pengisian hasil rekonsiliasi yang 

berasal dari sub bidang evaluasi dan pelaporan BPKD Kota Tangerang. 

Adapun langkah- langkah untuk melakukan rekonsiliasi tersebut ialah:  
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a. Praktikan diberikan sejumlah berkas yang berasal dari SKPD oleh 

pembimbung yang terdiri atas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 

bendahara penerimaan (Lampiran 18 hal. 79), buku penyetoran dan 

penerimaan bendahara penerimaan (Lampiran 19 hal. 80), Buku Kas 

Umum (BKU) bendahara pengeluaran (Lampiran 20 hal. 81), LPJ 

bendahara pengeluaran (Lampiran 21 hal. 82), rekening koran dari BJB 

(Lampiran 22 hal. 84), dan rekap sisa kas SKPD (Lampiran 23 hal. 85).  

b. Selanjutnya praktikan mulai melakukan proses rekonsiliasi atas beberapa 

pos yang harus di cek, dan mencatatnya ke dalam laporan hasil 

rekonsiliasi dan surat rekomendasi. Berita acara rekonsiliasi, laporan hasil 

rekonsiliasi, dan surat rekomendasi sudah dipersiapkan  formatnya, 

sehingga praktikan hanya melengkapi beberapa data yang harus di 

sesuaikan.   

c. Praktikan merekon realisasi pendapatan dengan mencocokkan saldo yang 

dicatat dalam buku penyetoran dan penerimaan bendahara penerimaan 

milik SKPD dengan laporan hasil verifikasi yang dilakukan BPKD 

(Lampiran 24 halaman 86)  

d. Selanjutnya untuk merekon pos anggaran belanja, praktikan 

mencocokkan saldo yang terdapat pada kolom jumlah anggaran dalam 

LPJ bendahara pengeluaran milik SKPD dengan kolom anggaran belanja 

dalam rekap sisa kas SKPD milik BPKD. 
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e. Kemudian untuk merekon pos realisasi SP2D, praktikan mencocokkan 

saldo yang terdapat pada kolom jumlah penerimaan SP2D dalam LPJ 

bendahara pengeluaran milik SKPD dengan kolom SP2D dalam rekap 

sisa kas SKPD milik BPKD.  

f. Selanjutnya untuk merekon pos sisa kas bendahara penerimaan, praktikan 

mengecek sisa kas dalam buku penyetoran dan penerimaan bendahara 

penerimaan SKPD, saldo ini harus bernilai 0 karena harus disetorkan ke 

BUD. 

g. Lalu untuk merekon pos sisa kas bendahara pengeluaran, praktikan 

mencocokkan saldo yang terdapat pada kolom sisa kas dalam BKU 

bendahara pengeluaran milik SKPD dengan kolom sisa kas di bendahara 

dalam rekap sisa kas SKPD milik BPKD. 

h. Kemudian untuk merekon pos setoran sisa kas bendahara pengeluaran, 

praktikan mencocokkan saldo yang terdapat pada kolom jumlah setoran 

sisa kas dalam LPJ bendahara pengeluaran milik SKPD dengan kolom 

sisa kas yang telah disetor dalam rekap sisa kas SKPD milik BPKD.    

i. Selanjutnya untuk melengkapi data dalam surat rekomendasi atas pos 

rekening koran SKPD dan BPKD. Praktikan mengecek saldo bank yang 

terdapat pada BKU bendahara pengeluaran milik SKPD dan rekening 

koran yang diperoleh dari BJB. Kemudian kedua saldo tersebut 

diselisihkan. 
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j. Kemudian untuk mengetahui besarnya saldo BKU pada surat 

rekomendasi, praktikan melihat kas yang dimiliki SKPD hingga periode 

tertentu pada BKU bendahara pengeluaran milik SKPD. 

k. Selanjutnya untuk melengkapi data SP2D SKPD dan SPJ SKPD dalam 

surat rekomendasi, praktikan mengecek pada kolom jumlah penerimaan 

SP2D dan jumlah pengeluaran SPJ yang terdapat dalam LPJ bendahara 

pengeluaran. Lalu kedua saldo diselisihkan dan hasilnya harus sama 

dengan jumlah sisa kas dalam LPJ bendahara pengeluaran.   

l. Setelah data dalam berita acara rekonsiliasi, laporan hasil rekonsiliasi dan 

surat rekomendasi sudah dilengkapi oleh praktikan, kemudian ketiganya 

di print out dan dibuat rangkap 2 kecuali untuk surat rekomendasi. Hasil 

rekonsiliasi yang telah di print out selanjutnya akan diberikan kepada 

SKPD yang bersangkutan dan diarsipkan di BPKD. Adapun tampilan 

laporan hasil rekonsiliasi dan surat rekomendasi yang telah dilakukan 

pratikan dapat dilihat pada lampiran 25 halaman 87.  

C. Kendala yang Dihadapi  

       Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), selain banyak 

pengalaman baru yang diperoleh praktikan, terdapat juga kendala yang dihadapi 

selama pelaksanaan PKL berlangsung. Adapun kendala yang dihadapi ialah:  

1. Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan mengalami sedikit kesulitan dalam 

memahami maksud dan arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam 

lingkungan akuntansi pemerintahan. Sehingga pada saat melaksankan 
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pekerjaan di awal periode, praktikan sedikit terhambat dalam memahami 

beberapa istilah yang ada dalam pekerjaan tersebut.   

2. Terhambatnya penyelesaian tugas yang sedang dikerjakan oleh praktikan, 

dikarenakan  pada waktu- waktu tertentu sistem yang digunakan mengalami 

proses loading yang cukup memakan waktu.  

3. Pada waktu awal pelaksanaan PKL praktikan mengalami sedikit kesulitan 

dalam memahami aplikasi SP3KTRA saat melaksanakan pekerjaan, karena 

aplikasi SP3KTRA baru pertama kali dilihat dan diaplikasikan oleh 

praktikan.  

4. Timbulnya kendala bagi praktikan dalam memperoleh pengalaman yang 

lebih banyak di tempat praktikan melaksanakan PKL karena 

diberlakukannya sistem kerja Work From Home (WFH) yang disebabkan 

karena adanya pandemi Covid-19.  

D. Cara Mengatasi Kendala  

       Dalam setiap kendala yang dihadapi selama pelaksanan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), praktikan berusaha untuk dapat mengatasi kendala- kendala 

tersebut agar pelaksanaan PKL dapat berjalan dengan efektif. Adapun upaya-

upaya yang dilakukan oleh praktikan ialah:  

1. Praktikan melakukan pemahaman lebih lanjut terkait istilah- istilah yang 

dipergunakan dalam akuntansi pemerintahan. Dalam proses ini, praktikan 

mencari pemahaman melalui informasi yang terdapat pada internet dan 
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bertanya langsung kepada karyawan setempat tentang hal- hal yang ingin 

diketahui praktikan sehubungan dengan akuntansi di BPKD Kota Tangerang.  

2. Praktikan akan memuat ulang halaman sistem agar proses loading bisa 

berjalan lebih cepat. Namun apabila tidak terdapat perubahan, praktikan akan 

melakukan login ulang kedalam sistem. Karena apabila dibiarkan 

menungggu, akan menciptakan keterlambatan yang lebih panjang terhadap 

penyelesaian tugas.  

3. Praktikan berusaha mengenali sistem yang digunakan dan beradaptasi 

terhadapnya. Karena sistem tersebut merupakan media terpenting yang 

digunakan praktikan dalam menyelesaikan tugas selama pelaksanaan PKL, 

sehingga praktikan harus dapat beradaptasi dengan sistem penginputan yang 

digunakan. Praktikan mempelajari alur penginputan yang menjadi tugas 

praktikan selama PKL. Sehingga saat pekerjaan berlangsung, dapat berjalan 

lebih efisien karena praktikan sudah mengenal dan beradaptasi sebelumnya 

dengan sistem yang digunakan. 

4. Pelaksanaan PKL secara Work From Home cukup lama dilakukan yaitu 

selama 21 hari dari total 41 hari kerja. Oleh karena itu pada saat PKL 

dilakukan dengan datang langsung ke kantor, praktikan memanfaatkan waktu 

luang untuk memperoleh pengalaman baru sehingga dapat memperkaya 

pengalaman praktikan selama pelaksanan PKL.Hal tersebut dilakukan dengan 

cara menawarkan bantuan kepada karyawan lain yang berada di sekitar meja 

kerja praktikan. 
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BAB IV  

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

       Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu program kegiatan praktik 

yang terjun langsung ke lapangan. Pelaksanaan PKL menjadi salah satu 

kewaijban bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ), karena PKL merupakan mata kulih wajib yang dijadikan sebagai 

persyaratan kelulusan di FE UNJ. Kegiatan ini ditujukan agar mahasiswa dapat 

mengenal dunia pekerjaan secara langsung dan melatih keterampilannya dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan pada unit kerja tertentu. Oleh karena itu praktikan 

melakukan pelaksanaan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan syarat 

kelulusan tersebut. Praktikan memperoleh kesempatan untuk dapat 

melaksanakannya di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang dan 

ditempatkan pada sub bidang akutansi yang disesuaikan dengan program studi 

praktikan yaitu akuntansi. Pelaksanaan PKL dilakukan selama 41 hari kerja 

dengan sistem kerja yang disesuaikan pada kondisi di tengah pandemi covid 19. 

       Selama pelaksanaan PKL di BPKD Kota Tangerang, praktikan dapat 

menarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Praktikan mendapatkan kesempatan untuk megenal dunia kerja di bidang 

akuntansi pemerintahan. Selain itu, praktikan juga mengetahui bagaimana 
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pelaksanaan kerja pada bidang akuntansi di dunia kerja secara langsung yang 

dianggap berbeda dengan dunia pendidikan  

2. Pelaksanaan PKL ini dapat menambah keterampilan praktikan dalam 

berkomunikasi di dunia kerja. dimana dalam dunia kerja terdapat beberapa 

perbedaan baik dari segi gender, usia, jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga 

peraktikan dapat melatih skill komunikasi pada saat pelaksanaan PKL.  

3. Selama pelaksanaan PKL, peran IT sangat diperlukan untuk mempermudah 

proses penyelesaian tugas. Praktikan dapat menyadari bahwa peran IT berupa 

sistem yang digunakan dalam proses penginputan data sangat penting dan 

diperlukan agar pekerjaan berjalan dengan lebih efektif dan efisien.  

B. Saran  

       Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan menyadari 

masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu praktikan 

berusaha memberikan beberapa saran, yang mungkin dapat memberikan dampak 

positif terhadap beberapa pihak terkait. Adapun saran yang ingin disampaikan 

praktikan ialah: 

1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL  

a. Aktif mencari perusahaan/ instansi yang membuka kesempatan 

pelaksanaan PKL, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara bertanya 

kepada dosen, alumni, atau teman, jauh sebelum jadwal pelaksanaan PKL 

tiba.  
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b. Sebelum melaksankaan PKL pada suatu tempat, sebaiknya mahasiswa 

mengenali terlebih dahulu tentang tempat tersebut dan mendalami materi 

yang relevan agar praktikan dapat melaksanakan praktik dengan lebih 

efektif.  

c. Menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja di tempat praktik, dan 

aktif bertanya untuk dapat menambah wawasan selama PKL. 

2. Bagi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dengan beberapa 

instansi/ perusahaan agar dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari 

tempat PKL  

b. Diharapkan dapat memberikan referensi terkait tempat PKL kepada 

mahasiswa yang belum mendapat tempat untuk melaksanakan PKL.   

c. Apabila memungkinkan, diharapkan dapat melakukan penerapan atas 

sistem komputer akuntansi di bidang pemerintahan pada saat 

pembelajaran yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan.  

3. Bagi Instansi Tempat Praktik 

a. Diharapkan dapat terus menjalin hubungan yang baik dengan Universitas 

Negeri Jakarta, agar mahasiswa di generasi selanjutnya dapat 

melaksanakan PKL di instansi setempat. 

b. Diharapkan dapat memperbaiki sistem dan jaringan internet yang 

terkadang tidak berjalan efektif karena proses loading yang cukup 

memakan waktu, agar tidak terjadi keterlambatan saat pelaksanaan kerja.  
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Lampiran 1: Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 2: Surat Pengantar PKL dari Kesbangpol  
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Lampiran 3: Surat Persetujuan PKL di BPKD Kota Tangerang  
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Lampiran 4: Daftar Absen Harian PKL  
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Lampiran 5: Log Harian PKL  
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Lampiran 6: Penilaian Praktik Kerja Lapangan  
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Lampiran 7: Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL  

 

  



62 
 

 
 

Lampiran 8: Struktur Organisasi BPKD Kota Tangerang  
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Lampiran 9: Surat Tanda Setoran Pajak Daerah  

 

  



64 
 

 
 

Lampiran 10: Tampilan Awal SP3KTRA  
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Lampiran 11: Input STS Rekon Pajak Daerah  

 

 

 

 

Aplikasi Anda  

PMDN13 

Input STS Rekon  

STS Rekon  

Rekon 
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Kolom pengisian 

nominal pajak   

Kolom jenis- jenis pajak  

Tombol tambah 

transaksi  

Tombol masukkan transaksi  
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Tombol Simpan  

Kolom pengisian 

nominal denda pajak 

Kolom pemilihan 

jenis denda pajak 

Tombol masukkan transaksi  
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Lampiran 12: Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah   
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Lampiran 13: Input STS Rekon Retribusi Daerah  

 

 

 

 

Kolom jenis- jenis retribusi   

Kolom pengisian 

nominal retribusi  
Tombol masukkan 

transaksi  

Tombol tambah 

transaksi 
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Tombol Simpan  
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Lampiran 14: Kumpulan Transaksi yang Telah Diinput pada SP3KTRA  
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Lampiran 15: Berkas Persyaratan Pengajuan SP2D  
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Lampiran 16: Daftar Penyampaian SPM PPKD  
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Lampiran 17: Surat Perintah Pencairan Dana   
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Lampiran 18: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

 



78 
 

 
 

Lampiran 19: Buku Penyetoran dan Penerimaan Bendahara Penerimaan 
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Lampiran 20: Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran  

 

 



80 
 

 
 

Lampiran 21: LPJ Bendahara Pengeluaran  
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Lampiran 22: Rekening Koran dari BJB  
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Lampiran 23: Rekap Sisa Kas SKPD 
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Lampiran 24: Laporan Hasil Verifikasi Pendapatan SKPD  
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Lampiran 25: Tampilan Akhir Hasil Rekonsilisasi  

 

 

Realisasi 

Pendapatan  

Anggaran 

Belanja  

Realisasi 

SP2D 

Sisa Kas Bendahara 

Penerimaan  

Sisa Kas Bendahara  

Pengeluaran 

Setoran Sisa Kas 

Bendahara Pengeluaran  

Rekening Koran BPKD  

Rekening Koran SKPD 

Saldo BKU 

SP2D SKPD 

SPJ SKPD 
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Lampiran 26: Dokumentasi Praktikan Setelah Selesai Melaksanakan PKL  
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Lampiran 27: Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan PKL 

 


